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PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas di Indonesia
menghadapi banyak tantangan, salah satunya
adalah keterbatasan akses terhadap layanan
sosial yang disediakan oleh pemerintah.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah
diwajibkan  untuk  memastikan  bahwa
penyandang disabilitas memiliki akses yang
sama terhadap berbagai hak dasar, termasuk
kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan
sosial. Program-program kesejahteraan sosial di
tingkat pemerintah daerah, khususnya di
Kabupaten Lebak, merupakan implementasi
kebijakan tersebut. Namun, dalam
kenyataannya, implementasi kebijakan tersebut
masih menghadapi berbagai hambatan, seperti
anggaran yang terbatas, koordinasi yang lemah
antar instansi terkait, serta kurangnya

sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya pendataan penyandang disabilitas.
Evaluasi terhadap kebijakan ini sangat penting
untuk mengetahui sejauh mana kebijakan
efektif  dalam

kesejahteraan penyandang disabilitas.

tersebut meningkatkan

Beberapa permasalahan yang muncul
dalam kebijakan kesejahteraan sosial bagi
penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak
antara lain adalah ketidaksesuaian antara
jumlah penyandang disabilitas dengan alokasi
anggaran yang tersedia. Data dari Dinas Sosial
Kabupaten Lebak menunjukkan  bahwa
meskipun jumlah penyandang disabilitas cukup
tinggi, anggaran yang dialokasikan belum
mampu mencakup seluruh kebutuhan mereka.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah
daerah, petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK), dan pemerintah desa juga
belum optimal. Hal ini menyebabkan pendataan
penyandang disabilitas sering kali tidak akurat
dan tidak merata, sehingga berdampak pada
distribusi bantuan sosial yang tidak sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa

penelitian sebelumnya juga menunjukkan

2z POWER

miy  Jurnal Kebiiakan dan Administrasi Publik

Volume 1 Nomor 1, Mei 2025

Jurnal Kebiiakan dan Administrasi Publik i | | li

bahwa keterbatasan anggaran dan koordinasi
yang buruk antara pemangku kebijakan menjadi
faktor utama yang menghambat keberhasilan
kebijakan sosial di daerah-daerah lain. Dalam
konteks ini, evaluasi kebijakan menjadi sangat
penting untuk memahami kendala-kendala
tersebut dan memberikan rekomendasi
perbaikan yang sesuai.

Alternatif solusi yang diajukan dalam
penelitian ini adalah peningkatan efektivitas
dan efisiensi program kesejahteraan sosial
dengan memperbaiki koordinasi antar lembaga
kepada

masyarakat. Salah satu langkah yang dapat

dan meningkatkan  sosialisasi
diambil adalah memperkuat peran pemerintah
desa dalam pendataan penyandang disabilitas,
serta meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya data yang akurat. Selain itu,
anggaran  untuk

peningkatan program

kesejahteraan  sosial bagi  penyandang
disabilitas perlu diprioritaskan, mengingat
jumlah penyandang disabilitas yang terus
meningkat. Beberapa penelitian sebelumnya
menyarankan pentingnya pendekatan berbasis
data yang valid dan akurat dalam perencanaan
dan pelaksanaan kebijakan sosial. Dengan
memperbaiki sistem pendataan dan
memperkuat koordinasi antara pemerintah
daerah dan desa, diharapkan bantuan sosial
dapat lebih tepat sasaran dan lebih merata.
Penelitian ini bertujuan untuk
memberikan kontribusi terhadap perbaikan
kebijakan kesejahteraan sosial di Kabupaten
Lebak dengan melakukan evaluasi mendalam
terhadap kebijakan yang ada. Sebagai bagian
dari administrasi publik, evaluasi kebijakan ini
berfokus pada lima indikator utama: efektivitas,
efisiensi,  kecukupan, pemerataan, dan
responsivitas. Berdasarkan temuan penelitian
sebelumnya, diketahui bahwa keberhasilan
kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana
pemerintah dapat mengalokasikan sumber
daya dengan tepat, serta sejauh mana kebijakan

tersebut dapat dijalankan secara responsif
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sesuai dengan  kebutuhan penyandang
disabilitas. Dengan menggunakan metodologi
kualitatif dan pendekatan evaluasi kebijakan,
penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan
rekomendasi kebijakan yang praktis dan
aplikatif yang dapat memperbaiki kualitas hidup

penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak..

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi  kebijakan ~ pemerintah  dalam
pengelolaan program kesejahteraan sosial
untuk penyandang disabilitas merupakan topik
penting dalam studi administrasi publik.
Kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok
penyandang disabilitas, menjadi salah satu
prioritas utama dalam kebijakan publik, baik di
tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah
Indonesia  telah  menetapkan  berbagai
kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
yang mengharuskan negara untuk melindungi
hak-hak penyandang disabilitas. Kebijakan ini
dimaksudkan untuk memberikan kesempatan
yang sama bagi penyandang disabilitas dalam
memperoleh akses terhadap layanan dasar,
termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, dan kesejahteraan sosial.

Namun, penerapan kebijakan
kesejahteraan sosial di daerah, seperti di
Kabupaten Lebak, masih menghadapi berbagai
kendala. Beberapa studi menunjukkan bahwa
kendala terbesar dalam implementasi kebijakan
sosial ini adalah masalah koordinasi antar
lembaga pemerintah dan keterbatasan sumber
daya yang dialokasikan untuk program tersebut.
Menurut Dunn (2003), evaluasi kebijakan
sangat penting untuk mengetahui apakah
tujuan vyang ditetapkan dalam kebijakan
tersebut tercapai atau tidak. Evaluasi ini juga
memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga
solusi yang lebih efektif dapat diterapkan.

Dalam konteks Kabupaten Lebak,

penelitian oleh Wibawa (2017) dan Sugiyono
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(2017) menunjukkan bahwa meskipun ada
kebijakan yang sudah ditetapkan,
pelaksanaannya sering kali tidak sesuai
harapan. Koordinasi yang buruk antara
pemerintah daerah dan pihak terkait di tingkat
desa menyebabkan
pendataan penyandang disabilitas. Data yang

akurat dan terkini sangat penting dalam

kesenjangan  dalam

perencanaan dan distribusi bantuan sosial,
namun seringkali data yang tersedia tidak
lengkap atau tidak update. Hal ini menghambat
efektivitas program dalam mencapainya tujuan
utamanya untuk mengidentifikasi kesenjangan
yang ada dalam kebijakan yang diterapkan,
khususnya dalam hal alokasi anggaran dan
distribusi Sugiyono (2017)
mengungkapkan bahwa salah satu tantangan

bantuan.

utama dalam administrasi publik adalah
bagaimana cara mengalokasikan sumber daya
dengan efisien untuk mencapai hasil yang
maksimal. Penelitian ini akan mengkaji lebih
dalam tentang apakah kebijakan yang
diterapkan sudah memadai dalam memberikan
kesejahteraan bagi penyandang disabilitas,

ataukah masih ada kekurangan yang perlu

diperbaiki.
Evaluasi  kebijakan dalam  konteks
kesejahteraan sosial juga harus

mempertimbangkan prinsip keadilan dan
pemerataan, sebagaimana diungkapkan oleh
Sabatier (1986), bahwa kebijakan publik harus
memastikan distribusi sumber daya yang adil
dan merata. Dalam hal ini, analisis tentang
sejauh mana program kesejahteraan sosial di
Kabupaten Lebak telah memenuhi prinsip
tersebut menjadi sangat relevan. Apakah semua
penyandang disabilitas mendapatkan akses
yang setara terhadap bantuan sosial, ataukah
ada kelompok yang tertinggal? Hal ini akan
menjadi salah satu fokus utama dalam
penelitian ini  [9tsource demikian, kajian
pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun
sudah ada kebijakan yang mengatur tentang

kesejahteraan  sosial bagi  penyandang
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disabilitas, implementasinya masih menghadapi
berbagai tantangan. Oleh karena itu, penting
untuk melakukan evaluasi kebijakan untuk
menilai efektivitas, efisiensi, dan pemerataan
dalam pelaksanaannya. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan gambaran yang
lebih jelas tentang kendala-kendala yang ada
serta memberikan rekomendasi yang tepat

untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik.

METODOLOGI

Penelitian ini  menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain studi kasus untuk

mengevaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten

Lebak dalam pengelolaan program
kesejahteraan  sosial bagi  penyandang
disabilitas.  Penelitian  dilakukan  melalui

wawancara mendalam dengan informan kunci,

termasuk  pejabat  pemerintah  daerah,
pengelola program di Dinas Sosial, dan
penyandang disabilitas, serta observasi
langsung terhadap implementasi program.
Proses pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik wawancara semi-
terstruktur dan diskusi kelompok terfokus
(FGD), yang dirancang untuk menggali informasi
secara mendalam (Patton, 2002). Data yang
diperoleh kemudian dianalisis menggunakan
teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi
pola-pola utama dalam pelaksanaan kebijakan.
Validitas data diuji melalui triangulasi sumber
dan member checking, dengan memverifikasi
hasil wawancara kepada informan untuk
memastikan akurasi data (Miles & Huberman,
1994). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten
Lebak selama enam bulan dengan tujuan
memperoleh pemahaman yang komprehensif
mengenai implementasi kebijakan sosial di

daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis
kebijakan pemerintah Kabupaten Lebak dalam
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pengelolaan program kesejahteraan sosial bagi
penyandang disabilitas, serta tantangan yang
dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan
data yang dikumpulkan melalui wawancara
dengan informan kunci dan observasi langsung
di lapangan, ditemukan beberapa temuan
utama yang membentuk gambaran tentang
efektivitas kebijakan, tantangan implementasi,
serta peran administrasi publik.

Temuan pertama menunjukkan bahwa
kebijakan kesejahteraan sosial bagi penyandang
disabilitas  di
memberikan dampak positif, meskipun belum

Kabupaten Lebak sudah

sepenuhnya efektif. Program ini berhasil
menjangkau sebagian besar penyandang
disabilitas, tetapi masih ada kelompok yang
belum terdata atau kurang mendapatkan
bantuan vyang sesuai dengan kebutuhan
mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi
efektivitas program ini adalah ketidakakuratan
dalam pendataan penyandang disabilitas, yang
mengakibatkan bantuan sosial tidak
sepenuhnya tepat sasaran. Meskipun ada usaha
dari pemerintah daerah untuk memperbaiki
sistem pendataan, tantangan besar tetap ada
terkait dengan jumlah penyandang disabilitas
yang terus meningkat dan kurangnya sumber
daya untuk memverifikasi data secara
menyeluruh.

Tantangan kedua yang ditemukan adalah
keterbatasan anggaran untuk mendukung
implementasi kebijakan ini. Meskipun alokasi
anggaran untuk program kesejahteraan sosial
telah disediakan, dana yang tersedia tidak
cukup untuk mencakup seluruh kebutuhan
penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak. Hal
ini menyebabkan ketimpangan dalam distribusi
bantuan sosial antara daerah yang lebih padat
dan daerah yang lebih terpencil. Selain itu,
koordinasi antar instansi yang terlibat dalam
pengelolaan program ini, seperti Dinas Sosial,
TKSK, dan Pemerintah Desa, juga belum
berjalan optimal. Kurangnya komunikasi dan
sinergi antar pihak terkait memperburuk
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kualitas pelaksanaan kebijakan, yang
seharusnya bisa lebih efisien dan efektif jika
dilaksanakan dengan koordinasi yang lebih baik.

Temuan ketiga berkaitan dengan peran
administrasi publik dalam pengelolaan program
kesejahteraan sosial. Secara umum,
administrasi publik di Kabupaten Lebak sudah
cukup berfungsi dalam merancang dan
melaksanakan kebijakan ini. Namun, kendala
birokrasi dan kekurangan pelatihan bagi
petugas lapangan menghambat proses
implementasi  kebijakan secara maksimal.
Misalnya, meskipun sudah ada aplikasi untuk
mempermudah pengajuan bantuan, tingkat
pemahaman petugas lapangan mengenai
penggunaan teknologi ini masih rendah. Hal ini
mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam
pengolahan data, yang berdampak pada

ketepatan distribusi bantuan sosial.

Tabel 1. Rangkuman Temuan Utama

Temuan Utama Penjelasan

Program berhasil menjangkau
sebagian besar  penyandang
disabilitas, namun pendataan yang
tidak  akurat  mengakibatkan
bantuan tidak selalu tepat sasaran.

Efektivitas
Kebijakan

Keterbatasan anggaran dan

Tantangan dalam L - .
g koordinasi antar instansi yang

Imlfelzglair;t:m belum optimal menghambat
distribusi bantuan yang merata.
Administrasi publik berfungsi baik
Peran dalam perencanaan, namun masih
Administrasi ada kendala dalam penggunaan
Publik teknologi dan pelatihan petugas
lapangan.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan
kesejahteraan sosial untuk penyandang
disabilitas di Kabupaten Lebak menunjukkan
hasil positif, masih banyak tantangan yang perlu
diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan
pemerataan  program ini. Untuk itu,

peningkatan  koordinasi  antar instansi
pemerintah, penguatan sistem pendataan,
serta alokasi anggaran yang lebih memadai
menjadi kunci untuk memperbaiki pelaksanaan

kebijakan ini. Selain itu, peran administrasi
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publik  harus terus diperkuat, dengan
memberikan pelatihan dan dukungan teknologi
yang lebih baik bagi petugas lapangan.
Implementasi kebijakan yang lebih baik akan
sangat bergantung pada kerjasama yang lebih
baik antara pemerintah pusat, daerah, dan
masyarakat  untuk  memastikan  bahwa
penyandang disabilitas mendapatkan manfaat

yang sesuai dengan hak-hak mereka.

Pembahasan
Dalam penelitian ini, tujuan utama adalah
mengevaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten
Lebak dalam
kesejahteraan  sosial  bagi

pengelolaan program
penyandang
disabilitas. Temuan penelitian ini mengarah
pada beberapa poin utama, yaitu efektivitas
kebijakan, tantangan implementasi, dan peran
administrasi publik dalam pengelolaan program
sosial. Setiap temuan akan dikaitkan dengan
teori-teori yang ada serta hasil penelitian
terdahulu untuk memberikan pemahaman yang
lebih dalam dan mendalam.

Salah satu temuan utama yang diperoleh
adalah

kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten

dari  penelitian  ini kebijakan
Lebak cukup efektif dalam menjangkau
sebagian besar penyandang disabilitas, namun
efektivitasnya masih terhambat oleh kendala
pendataan yang tidak akurat. Berdasarkan
wawancara dengan informan dari Dinas Sosial
Kabupaten Lebak, terdapat ketidakakuratan
dalam pendataan penyandang disabilitas yang
distribusi
seringkali tidak tepat sasaran. Temuan ini

menyebabkan bantuan  sosial
sejalan dengan hasil penelitian oleh Wibawa
(2017), yang juga menemukan bahwa salah satu
kendala dalam implementasi kebijakan sosial
adalah ketidaksesuaian antara data yang
dimiliki oleh pemerintah dan jumlah penerima
manfaat yang sebenarnya. Seperti yang
diungkapkan oleh Rossi dan Freeman (1985),
efektivitas kebijakan sangat bergantung pada
kualitas data yang ada, karena data yang akurat
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dan up-to-date adalah kunci untuk penyaluran
bantuan sosial yang tepat dan tepat sasaran.
Namun, kendati demikian, ada upaya
yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
memperbaiki pendataan ini. Sebagai contoh, di
beberapa kecamatan, petugas lapangan telah
mulai menggunakan aplikasi berbasis digital
penyandang
disabilitas. Meskipun ini merupakan langkah

untuk  memperbarui  data

positif, tantangan terkait validasi data di
lapangan masih menjadi masalah yang
memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian
oleh Sabatier (1986) mengungkapkan bahwa
implementasi kebijakan sosial yang sukses
sangat bergantung pada bagaimana sistem
administrasi di lapangan dapat mengelola data
dan menyampaikan informasi dengan efisien
dan tepat waktu.

Tantangan terbesar yang ditemukan
dalam penelitian ini adalah keterbatasan
anggaran vyang tidak memadai untuk
mendukung implementasi kebijakan. Meskipun
pemerintah daerah telah mengalokasikan dana
untuk program kesejahteraan sosial, anggaran
tersebut tidak cukup untuk menjangkau seluruh
penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten
Lebak. Penemuan ini sejalan dengan studi oleh
Sugiyono (2017), yang mengidentifikasi bahwa
kendala anggaran adalah faktor penghambat
utama dalam keberhasilan kebijakan sosial,
terutama di daerah-daerah dengan
keterbatasan sumber daya. Keterbatasan
anggaran ini mengarah pada ketimpangan
dalam distribusi bantuan sosial, di mana daerah
dengan jumlah penyandang disabilitas yang
lebih banyak terkadang tidak mendapatkan
bantuan yang cukup.

Selain itu, penelitian ini menemukan
bahwa koordinasi yang buruk antara instansi
pemerintah yang terlibat dalam program
kesejahteraan sosial, seperti Dinas Sosial,
Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa,
memperburuk pelaksanaan kebijakan. Hal ini

juga didukung oleh temuan dalam penelitian
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oleh Dunn (2003), yang menekankan bahwa
koordinasi antar lembaga pemerintah adalah
elemen kunci dalam memastikan keberhasilan
implementasi kebijakan. Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah Kabupaten Lebak
untuk meningkatkan koordinasi antar instansi
agar data penyandang disabilitas dapat dikelola
dengan lebih baik dan bantuan sosial dapat
disalurkan dengan lebih merata.

Temuan  selanjutnya  menunjukkan
bahwa peran administrasi publik dalam
pengelolaan program kesejahteraan sosial
cukup penting, namun masih menghadapi
beberapa kendala terkait birokrasi dan
penggunaan teknologi. Meskipun administrasi
publik di Kabupaten Lebak cukup responsif
dalam merencanakan kebijakan ini, hambatan
terkait sistem birokrasi yang panjang dan
penggunaan teknologi yang belum optimal

menjadi penghalang dalam implementasi

kebijakan  yang efisien. Seperti yang
diungkapkan oleh  Rosenbloom  (1993),
administrasi publik harus mampu

memanfaatkan teknologi dan inovasi manajerial
untuk mempercepat dan mempermudah proses
kebijakan. Namun, kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa pemahaman tentang
penggunaan aplikasi berbasis digital yang baru
masih terbatas di kalangan petugas lapangan,
yang mengarah pada ketidakakuratan dalam
pengelolaan data dan lambannya distribusi
bantuan.

Penelitian oleh Chandler dan Plano
(2004) juga menyarankan agar administrasi
publik memperkuat kapasitas teknis dan
manajerial bagi petugas lapangan untuk
meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan
kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan
pelatihan bagi petugas lapangan mengenai
penggunaan teknologi dan sistem administrasi
yang efisien akan sangat mendukung
keberhasilan program kesejahteraan sosial ini.

Secara  keseluruhan, temuan dari

penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun
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kebijakan kesejahteraan sosial untuk
penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak
sudah menunjukkan hasil yang positif, masih
banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama
dalam hal efektivitas, efisiensi, kecukupan
anggaran, dan koordinasi antar instansi.
Keterbatasan anggaran dan data yang tidak
akurat menjadi  kendala utama yang
menghambat pencapaian tujuan kebijakan ini.
Oleh karena itu, peningkatan anggaran untuk
program ini, serta perbaikan sistem pendataan
dan koordinasi antar

lembaga, sangat

diperlukan  agar  kebijakan ini  dapat
diimplementasikan dengan lebih efektif dan
merata. Selain itu, peran administrasi publik
perlu diperkuat melalui pelatihan teknis bagi
memastikan

petugas lapangan untuk

kelancaran pelaksanaan kebijakan ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan
kesejahteraan  sosial bagi  penyandang
disabilitas di Kabupaten Lebak telah berjalan
dengan baik, meskipun masih menghadapi
sejumlah tantangan, terutama dalam hal
pendataan yang akurat, keterbatasan anggaran,
serta koordinasi antar instansi. Temuan ini
memperkuat penelitian sebelumnya yang
menyebutkan bahwa keberhasilan kebijakan
sosial sangat bergantung pada efektivitas data,
sumber daya yang memadai, serta sinergi antar
lembaga (Wibawa, 2017; Sabatier, 1986).
Kendati

mengungkapkan

demikian, temuan ini  juga

adanya peluang untuk
perbaikan, seperti peningkatan koordinasi,
penggunaan teknologi untuk pendataan, dan
peningkatan alokasi anggaran. Konsekuensi
logis dari temuan ini adalah perlunya kebijakan
yang lebih responsif dan berbasis data dalam
mengelola program kesejahteraan sosial.
Secara teoretis, penelitian ini memberikan
kontribusi

terhadap pengembangan

pemahaman mengenai kebijakan publik di
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tingkat daerah, khususnya dalam konteks
penyandang disabilitas. Dari sisi praksis, temuan
ini memberikan rekomendasi yang dapat
diterapkan oleh pemerintah daerah untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan sosial,
dengan memperhatikan pentingnya data yang
akurat dan peningkatan sumber daya yang ada.
Penelitian ini juga membuka peluang untuk
penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan
program sosial berbasis teknologi dan efisiensi
anggaran di daerah-daerah lain.

Saran
Berdasarkan temuan penelitian ini, ada
beberapa saran yang dapat diberikan untuk
pengelolaan

memperbaiki program

kesejahteraan  sosial bagi  penyandang
disabilitas di Kabupaten Lebak. Pertama,
disarankan agar pemerintah Kabupaten Lebak
meningkatkan anggaran vyang dialokasikan
untuk program kesejahteraan sosial, sehingga
dapat menjangkau lebih banyak penyandang
disabilitas dan memastikan bahwa bantuan
sosial yang diberikan memadai. Kedua,
penguatan sistem pendataan yang lebih
terintegrasi dan berbasis teknologi dapat
memperbaiki ketepatan distribusi bantuan
sosial. Penggunaan aplikasi berbasis data
terintegrasi yang telah diterapkan di beberapa
kecamatan harus diperluas dan dilengkapi
dengan pelatihan bagi petugas lapangan.
Ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan
koordinasi antar instansi, terutama antara Dinas
Sosial, TKSK, dan Pemerintah Desa, untuk
memastikan bahwa program kesejahteraan
sosial dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Terakhir, penelitian ini juga menyarankan agar
administrasi publik di tingkat daerah terus
meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial
petugas lapangan, agar kebijakan dapat
dijalankan dengan lebih responsif dan cepat
sesuai dengan  kebutuhan
disabilitas.

penyandang
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